BAB VI
PENUTUP
1.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis peneliti tentang pelaksanaan pengelolaan raskin dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran
Pelaksanaan pengelolaan program raskin di Desa Alas yang berkaitan dengan
ketepatan sasaran dalam penyaluran raskin yakni sosialisasi sudah berjalan dengan
baik dan penyaluran berasnya tepat pada sasaran yang menerima bantuan.

2. Ketetapan Jumlah
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dalam pelaksanaan program raskin di Desa Alas
yang berkaitan dengan ketetapan jumlah dapat dikatakan sudah terlaksana dengan
baik oleh petugas pengurus raskin.

3. Ketetapan Harga
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketetapan harga dalam
pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sudah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketetapan harga yang ada bagi masyarakat
yang menerima bantuan.

4. Ketetapan Waktu
Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketepatan waktu dalam
pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sering tidak
tepat waktu yang di tentukan oleh peraturan desa, dan dapat dikatakan pula bahwa
pihak yang melaksanakan tugas dalam penyaluran program raskin belum maksimal

dalam pengambilan data.



5.

6.2 Saran

Ketetapan Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan ketetapan administrasi dalam
pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas dapat
disimpulkan sudah berjalan dengan baik dalam tugas dan tanggung jawab yang
dijalankan oleh petugas raskin.

Ketetapan Kualitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, berkaitan dengan ketetapan kualitas dalam
pelaksanaan dan penyaluran program raskin kepada masyarakat desa Alas sudah

dikatakan sudah cukup baik kualitasnya.

Dari kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Diharapkan pemerintah atau institusi yang berkepentingan penanganan program raskin
untuk dapat mempersiapkan aparat yang bertugas untuk penanganan program raskin
kepada masyarakat penerima manfaat agar dalam ketepatan sasaran tepat pada
masyarakat.

Pemerintah Desa Alas seharusnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat terlebih
dahulu tentang perubahan jadwal atau distribusi raskin agar masyarakat yang
menerimah raskin dapat berpartisipasi sebelum pembagian beras atau pengambilan
data tersebut.

Bagi pemerintah desa Alas karena telah berhasil melaksanakan program raskin
dengan baik, maka perlu dipertahankan agar pelaksanaan dan penyaluran raskin untuk
tahun berikutnya menjadi lebih baik sesuai keterkaitan dalam ketetapan jumlah,

ketetapan harga, ketetapan administrasi, dan ketetapan kualitas.
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